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ABSTRAK

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasanya sesuai kemampuan dan potensi yang
dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Pelaksanaan
pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan
masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan
desa. Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya
dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil
keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan
oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh
pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen
pada setiap proses pengelolaan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Pengabdian Kepada
Masyarakat ini untuk tidak hanya memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum mengenai teknik
pelaksanaan pertanggungjawaban APBDesa.

Kata Kunci: Dana Desa, pertanggungjawaban APBDesa.

PENDAHULUAN dan efektifitas pengelolaan sumber daya
A. Analisis Situasi keuangan dalam rangka peningkatan
Desa sebagai pemerintahan yang kesejahteraan dan pelayanan kepada
langsung bersentuhan dengan masyarakat masyarakat. Sehubungan dengan telah
menjadi fokus utama dalam pembangunan dilimpahkannya pengelolaan keuangan
pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian desa secara mandiri oleh desa yang
besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Desa (ADD). Dalam pasal 1 angka 11
Tahun 2014 tentang desa menyatakan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005
penatausahaan keuangan pemerintah desa tentang desa disebutkan bahwa Alokasi
terpisah  dari  keuangan  pemerintah dana desa adalah dana yang di alokasikan
kabupaten. Pemisahan dalam penata- oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa
usahaan keuangan desa tersebut bukan yang bersumber dari bagian dari dana
hanya pada keinginan untuk melimpahkan perimbangan keuangan pusat dan daerah
kewenangan dan pembiayaan  dari yang diterima oleh kabupaten/kota.
pemerintah pusat kepada pemerintah Alokasi dana desa sebagian besar
daerah, tetapi yang lebih penting adalah digunakan untuk pembangunan dan
keinginan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintah desa. dalam
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Kini

berbagai

telah
bentuk

perkembangannya, desa
berkembang menjadi
pemberdayaan sehingga menjadi desa yang
mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai
masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk
mengatur  sendiri  kawasannya  sesuali
kemampuan dan potensi yang dimiliki
masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan
dan pemerataan kemampuan ekonomi.
Kemajuan pembangunan juga tidak
kalah pentingnya, pembangunan ini juga
memerlukan perencanaan, pelaksanaan,
dan pertanggung jawaban. Pembangunan
desa harus mencerminkan sikap gotong-
royong dan kebersamaan sebagai wujud
pengamalan sila-sila dalam pancasila demi
mewujudkan masyarakat desa yang adil
dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan
desa harus sesuai dengan apa yang telah
direncanakan dalam proses perencanaan

dan masyarakat berhak untuk mengetahui

dan melakukan pengawasan terhadap
kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus
dilaksanakan secara terbuka melalui

musyawarah desa dan hasilnya dituangkan
dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan
tersebut menunjukkan komitmen dari
pengambil keputusan bahwa pengelolaan
ADD harus

governance yang harus dilaksanakan oleh

mematuhi kaidah good

para pelaku dan masyarakat desa.

Pengelolaan alokasi dana desa yang telah
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diberikan oleh pemerintah agar sesuai
dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya
penerapan fungsi — fungsi manajemen pada
setiap proses pengelolaan.

Pasal 1 huruf 1 Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2017 menyebutkan bahwa, “Dana
Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi Desa yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan untuk mendanai penyelengga-
raan pemerintahan, pelaksanaan pemba-
ngunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat”. Sebagaimana
kita tahu sebelumnya bahwa Dana Desa
termasuk dalam bagian dari pendapatan
desa dalam kelompok transfer, maka
termasuk dalam APB Desa. Pengelolaan
Dana Desa harus dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prisip, diantaranya keadilan, kebu-
tuhan prioritas, kewenangan desa, partisi-
patif, swakelola dan berbasis sumber daya
Desa, serta tipologi desa. Adapun prioritas
penggunaan dana desa digunakan untuk
membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa dan untuk
membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Dalam pengelolaan keuangan desa

terdapat mekanisme penetapan prioritas
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penggunaan dana desa yang merupakan
bagian dari perencanaan pembangunan
Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa
dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan informasi

yang
diperoleh dari (antaranews.com,2019)1
mengenai masalah pengelolaan keuangan
dana desa yang dinilai masih sangat buruk.
Lembaga Anti Corruption Commitee
(ACC) Sulawesi Selatan melansir pada
tahun 2018 terdapat 26 perkara pada sektor
Alokasi Dana Desa dan pada tahun 2019
terdapat 27 perkara pada sektor Dana Desa.
Kerugian keuangan Negara terkait korupsi
dana desa tahun 2019 sebanyak Rp 8,2
milliar lebih. Dari periode tahun 2018
sampai 2019 jumlah kepala desa yang
menjadi terdakwa kasus korupsi dana desa
sebanyak 37 orang dan 15 orang perangkat
desa sebagai terdakwa penyalahgunaan
alokasi dana desa. Adapun penyebab
terjadinya korupsi yaitu modus mark up
anggaran, misalnya, membuat laporan
fiktif, proyek fiktif, kebutuhan kepentingan
pribadi, kurangnya akuntabilitas dalam
pengelolaan dana desa dan tidak patuh

terhadap aturan.

MATERI&METODE PELAKSANAAN
A. Pelaksanaan

Pelaksanaan program yang akan
dilaksanakan oleh peserta adalah program
hukum. Selain itu,

penyuluhan agar
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program dari kegiatan tersebut berdampak
positif di masyarakat, maka yang akan
dilakukan
peserta PKM. Metode yang digunakan

adalah pendampingan oleh

dalam melakukan pemberdayaan kelompok
sasaran adalah pemberian materi dengan

cara ceramabh, diskusi dan simulasi.

B. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam
melaksanakan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat dengan memberikan penyulu-
han/ceramah, selanjutnya dilanjutkan
dengan tanya-jawab untuk memperoleh
hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan
masalah dan kendala yang dihadapi, dengan
pemberikan contoh kasus yang pernah
terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/
ceramah peralatan yang dipakai untuk
memudahkan dalam menyampaikan materi
adalah laptop dan LCD projektor sehingga
memudahkan masyarakat dalam mema-

hami topik yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknis Pelaksanaan Pertanggungjawaban
APBDesa
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Bagan Alur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

. Akhir Tahun (LPJ)

Laporan Kepala Desa:

P P EA D £ I =

Laporan Kepada BPD T
s e

+ Laporan Semesteran * Laporan Keterangan | "?,.ﬁ"
Realisasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban =l -
APBDEsa Realisasi Pelaksanaan gy -

+ Laporan APBDesa terdiri dari E B, omg—
pertanggungjawaban Pendapatan, Belanja da |
Realisasi Pelaksanaan Pembiayaan oo
APBDesa kepada Bupati o
setiap akhir tahun anggaran e | s

+ Laporan Realisasi ==
penggunaan Dana Desa —%-

Bagan Alur Penyusunan Laporan Realisas?/ — /

Pelaksanaan APBDesa Semesteran: Iﬁforma5| kepada Masyakékat

¢ Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
i APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik,
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis
melalui media informasi yang mudah diakses oleh
Peryminan masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio

il
i

Ooss komunitas, dan media informasi lainnya.
Laporan Laporan
Meakaan APH Realtian AP
Do
Laporan Reabuas
Dess
h‘&‘wm Nealnas AVD.
() Dess

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISAS!
PELAKSANAAN APBDESA:

* Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APB Desa Setiap Akhir Tahun
Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota
me%aglui camat setelah Pemerintah Desa dan BPD
telah sepakat terhadap Laporan Pertanggung-
jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam

entuk Peraturan Desa (Perdes).

* Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota
sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

¢ Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Tahun Anggaran berkenaan.

PELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDESA DILAMPIRI:
* Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi

Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran
berkenaan;

* Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31
Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

¢ Format Laporan Program Pemerintah dan
Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.
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Dengan metode ceramah, tanya
jawab, serta pemberian contoh, maka
diharapkan tujuan dari kegiatan ini tercapai.
Adapun hasil yang dicapai dari pelaksanaan

kegiatan ini, adalah :

1) Dengan pertanyaan-pertanyaan masya-
rakat saat penyuluhan hukum tersebut
dapat disimpulkan bahwa masyarakat
sudah pemahami prosedur pengawasan
terkait dengan pertanggungjawaban
dana desa.

2) PKM ini bukan saja dalam bidang
penyuluhan hukum saja akan tetapi
kegiatan lain yang dilakukan adalah
konsultasi hukum.

3) Jurnal ilmiah.

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai
diuraikan

permasalahan  sebagaimana

sebelumnya, maka dapat disimpulkan
bahwa kewenangan pengelolaan dana desa
dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan
desa terletak pada Kepala Desa yang juga
merupakan pemegang kekuasaan pengelo-
laan keuangan desa.Kewenangan tersebut
diperoleh secara atributif, serta dalam
pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh
pejabat desa yang tergabung dalam Tim
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
Dalam pelaksanaan kewenang yang

dimaksud, hendaknya para pejabat

berpedoman pada peraturan peundang-
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undangan dan AUPB (Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik).
Dalam  pelaksanaan

diikuti

jawaban. Dalam hukum publik dibedakan

wewenang

tersebut dengan pertanggung-

antara tanggungjawab dan tanggung gugat.
Tanggungjawab yang dimaksud dapat
berupa tanggungjawab  jabatan dan
tanggungjawab pribadi. Tanggungjawab
jabatan dibebankan kepada badan pemerin-
tah kesalahan administratif yang tidak ada
unsur penyalahgunaan wewenang. Sedang-
kan tanggung jawab pribadi dibebankan
kepada pejabat pemerintah  karena
kesalahan administratif yang mengandung
penyalahgunaan wewenang. Sedangkan
tanggung gugat berkaitan dengan ganti
kerugian

terhadap keuangan negara.

Tanggunggugat dapat dikenakan atas

kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan.

Kesalahan pribadi mengandung unsur

penyalahgunaan wewenang sedangkan

kesalahan jabatan tidak. Dalam penerapan
pertanggungjawaban tersebut sebaiknya
diikuti dengan penerapan sanksi demi

adanya penegakan hukum yang efisien.
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